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Bali Post

Kasus Perjalanan Dinas Dewan Y

Marutha Datangl Kejal\;

Semarapura (Bali Post) -

Kasus Perjalanan Dinas (Perdin) rombongan angg
DPRD Klungkung terus bergulir. Kali ini Lembaga Sy
daya Masyarakat (LSM) Marutha mendatangi Kejaksaa
Negeri (Kejari) Klungkung guna mengawal kasus tersebut.
Langkah tersebut dilakukan, mengingat Kejari Klﬁﬁgkung
can pasif dalam mengungkap kasus yang melibatkan

il rakyat.

Sekretans Jenderal (Sek]en) LSM Marutha Putu Yudhi
Pasek Kusuma menegaskan, pihaknya akan segera menda-
tangi Kejari Klungkung. Kedatangan mereka ini memper-
tanyakan sikap Kejari Klungkung yang tidak mengambil
inisiatif dalam men; ap kasus Perdin anggota dewan,
Mengingat, kasus tersebut lebih dulu diusut di Kejati Bali.
“Saya dengan Pak Ketua akan mendatangi kejari semen-
tara menanyakan kenapa Klungkung tidak mengambil
inisiatif dalam kasus ini,” ungkapnya saat dikonfirmasi,
Minggu (23/8) kemarin.

Terkait dengan peran LSM Marutha dalam kasus ini,
pihaknya menegaskan tetap akan memantau perjalanan
kasus tersebut. Termasuk, melakukan pengayaan alat
bukti. Pihaknya mengakui, hilangnya dua punggawa dari
Kejari Klungkung, yakni Kepala Kejari Totok Bambang
Sapto Dwidjo dan Kasi Intel Kejari Suhadi mempersuht
pihaknya melakukan koordinasi. Meski begitu, Putu Yudhi
‘berharap, pengganti kedua pejabat tersebut dapat melan-
jutkan perjuangan Kejari Klungkung dalam mengusut
kasus korupsi di bumi serombotan.

Putu Yudhi mengungkapkan, dalam pengembangan
kasus Perdin, pihaknya akan lebih banyak berkoordinasi
dengan Ke;ari Klungkung. Termasuk, dalam penyerahan
pengayaan barang bukti kasus: Perdin. “Kami harapkan
Kejari Klungkung ikut ambil andil dalam kasus ini. Akan
kami bantu dengan pengayaan barang bukti di lapangan,”
imbuhnya.

Sebelumnya, Kejati Bali telah memanggil sedlkltnya 10
saksi terkait kasus Perdin Anggota DPRD Klungkung. Pe-
meriksaan dilakukan kepada tiga orang dari unsur DPRD
Klungkung, termasuk {) iga ketua komisi dan beberapa
staf di Sekretariat Déwan. Setelah terkuaknya kasus
yang menyeret lembaga perwakl.lan rakyat, muncul isu

adanya unsur balas dendam ipengungkapan kasus
perjalanan dinas ini. n;la

Mengingat sebelumny;p, Ketua DPRD Klungkung I
Wayan Baru, paling ge menyuaraka igkapan

kasus GOR Nusa Penida. : ‘Kasus GOR yang i sudah
masuk ke tahap penyidikan Kejari Klungkung ini, selain
melibatkan dua oknum PNS, juga menyeret salah satu
partai berkuasa. pada saat pengadaan GOR Nusa 'Penn}a
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